
Panduan Lengkap:  

Pembahasan dan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban dalam 
Rapat Anggota Tahunan Koperasi 

Bagian 1:  
Pondasi Hukum dan Filosofis Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

 

1.1. RAT sebagai Manifestasi Kekuasaan Tertinggi Anggota: Jantung Demokrasi 
Koperasi 

Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam sebuah koperasi bukanlah sekadar pertemuan 
formalitas atau kewajiban administratif. RAT adalah jantung dari demokrasi koperasi, 
sebuah forum di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan para anggota secara 
kolektif. Berbeda secara fundamental dengan entitas bisnis lain seperti Perseroan 
Terbatas (PT), di mana kekuasaan seringkali terkonsentrasi pada pemegang saham 
mayoritas, koperasi menganut prinsip luhur "satu anggota, satu suara" (one man, one 
vote). Prinsip ini memastikan bahwa setiap anggota, terlepas dari besarnya modal atau 
simpanan yang dimiliki, mempunyai hak yang setara dalam pengambilan keputusan 
strategis. 

RAT merupakan manifestasi nyata dari prinsip-prinsip dasar koperasi, terutama 
pengelolaan yang dilakukan secara demokratis dan kemandirian. Dalam forum inilah para 
anggota menjalankan hak dan kewajibannya untuk secara aktif mengevaluasi kinerja 
pengurus dan pengawas, memberikan masukan, menyetujui atau menolak laporan 
pertanggungjawaban, serta menetapkan arah kebijakan koperasi untuk masa depan. 
Dengan demikian, RAT berfungsi sebagai pilar utama yang menopang transparansi, 
akuntabilitas, dan partisipasi anggota, yang kesemuanya merupakan esensi dari tata 
kelola koperasi yang sehat dan berkelanjutan. 

1.2. Landasan Yuridis Penyelenggaraan RAT: Menavigasi Peta Hukum 
Perkoperasian 

Untuk memahami mekanisme RAT secara utuh, pemahaman yang kokoh terhadap 
kerangka hukum yang mengaturnya adalah sebuah keniscayaan. Terdapat dua 
peraturan utama yang menjadi pedoman fundamental bagi setiap koperasi di Indonesia. 

Analisis Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian  

Dasar hukum utama yang mengatur kehidupan perkoperasian di Indonesia saat ini 
adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (UU 25/1992). Penting untuk dicatat 
bahwa UU ini sempat digantikan oleh UU No. 17 Tahun 2012. Namun, melalui Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, UU No. 17 Tahun 2012 dinyatakan tidak 



mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga UU 25/1992 kembali berlaku hingga 
terbentuknya undang-undang yang baru. 

Kondisi hukum yang sempat berfluktuasi ini menciptakan potensi kebingungan dan 
bahkan sengketa hukum. Banyak koperasi yang mungkin telah menyesuaikan Anggaran 
Dasar (AD) atau praktiknya dengan UU 17/2012 yang kini tidak berlaku lagi. Oleh karena 
itu, penegasan bahwa UU 25/1992 adalah payung hukum yang sah saat ini bukan 
sekadar informasi latar belakang, melainkan sebuah peringatan strategis untuk mitigasi 
risiko. Setiap keputusan dan tindakan tata kelola, termasuk penyelenggaraan RAT, wajib 
merujuk pada ketentuan dalam UU 25/1992. Beberapa pasal kunci dalam UU 25/1992 
yang relevan dengan RAT dan pertanggungjawaban adalah: 

 Pasal 22 & 23: Menegaskan bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang 
kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. 

 Pasal 25: Memberikan hak kepada anggota untuk meminta keterangan dan 
pertanggungjawaban dari Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan 
Koperasi. 

 Pasal 26: Mengatur kewajiban penyelenggaraan RAT minimal sekali dalam 
setahun. Secara spesifik, rapat untuk mengesahkan pertanggungjawaban 
Pengurus harus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku 
lampau. 

 Pasal 30 & 31: Menguraikan tugas dan tanggung jawab Pengurus, yang 
mencakup kewajiban menyelenggarakan RAT dan mempertanggungjawabkan 
segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota. 

Bedah Tuntas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 19/2015  

Jika UU 25/1992 adalah konstitusi bagi koperasi, maka Peraturan Menteri Koperasi dan 
UKM Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota 
Koperasi (Permenkop 19/2015) adalah peraturan pelaksana teknisnya. Permenkop ini 
berfungsi sebagai vademecum atau buku pedoman praktis yang mengisi kekosongan 
detail prosedur yang tidak diatur secara rinci dalam undang-undang. Peraturan ini 
memberikan panduan spesifik mengenai tata cara persiapan, pelaksanaan, hingga 
pengambilan keputusan dalam RAT, termasuk ketentuan mengenai kuorum, peran 
pimpinan sidang, dan yang sangat relevan di era modern, penyelenggaraan RAT secara 
daring (online) atau elektronik. 

1.3. Pertanggungjawaban: Esensi dan Urgensi dalam Prinsip Koperasi 

Kewajiban Pengurus untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 
(LPJ) dalam forum RAT merupakan implementasi langsung dari prinsip pengelolaan yang 
demokratis dan akuntabel. LPJ bukanlah sekadar tumpukan dokumen formalitas, 
melainkan instrumen vital yang memiliki beberapa urgensi: 



 Alat Evaluasi Kinerja: LPJ memungkinkan anggota untuk menilai secara objektif 
sejauh mana Pengurus telah berhasil menjalankan amanah dan mencapai target 
yang telah ditetapkan. 

 Dasar Perencanaan Strategis: Data dan analisis dalam LPJ tahun berjalan 
menjadi pondasi yang kuat untuk menyusun Rencana Kerja (RK) dan Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK) untuk tahun berikutnya. 

 Instrumen Pembangun Kepercayaan: Transparansi yang disajikan melalui LPJ 
yang komprehensif dan jujur akan memupuk dan memperkuat kepercayaan 
anggota terhadap Pengurus dan Koperasi secara keseluruhan. Tanpa 
kepercayaan, partisipasi anggota akan menurun, dan keberlangsungan koperasi 
akan terancam. 

Pada hakikatnya, siklus pertanggungjawaban dalam RAT memastikan bahwa koperasi 
tetap berjalan di atas relnya: sebagai badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan diawasi 
secara langsung oleh anggotanya untuk mencapai kesejahteraan bersama. 

  



Bagian 2:  
Anatomi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus dan Pengawas 

 

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang ideal bukanlah sekadar laporan keuangan. 
Berbentuk sebuah narasi holistik yang menceritakan perjalanan koperasi selama satu 
tahun buku, menggabungkan data kuantitatif (keuangan) dengan analisis kualitatif (non-
keuangan) secara terintegrasi. Penyusunan LPJ yang tidak lengkap atau tidak sesuai 
standar merupakan salah satu sumber utama sengketa dalam RAT. 

2.1. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus: Cerminan Kinerja Holistik  

LPJ Pengurus harus disajikan secara komprehensif, mencakup dua pilar utama: laporan 
non-keuangan dan laporan keuangan. 

Laporan Non-Keuangan: Narasi di Balik Angka Bagian ini memberikan konteks dan 
analisis terhadap angka-angka yang tersaji dalam laporan keuangan. Komponennya 
meliputi: 

 Aspek Kelembagaan dan Organisasi: Bagian ini adalah "kartu identitas" 
koperasi. Isinya mencakup data legalitas yang valid (Nomor dan tanggal Badan 
Hukum, Nomor Induk Koperasi/NIK, NPWP), Visi dan Misi koperasi, struktur 
organisasi yang jelas, serta data dinamika keanggotaan. Data keanggotaan harus 
detail, mencakup jumlah anggota pada awal dan akhir tahun, jumlah anggota yang 
masuk dan keluar, serta analisis tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan usaha 
dan rapat. Data mengenai sumber daya manusia (pengelola dan karyawan) juga 
perlu disajikan. 

 Aspek Usaha: Ini adalah laporan performa bisnis koperasi. Analisis harus 
disajikan dalam bentuk tren perbandingan dari tahun sebelumnya untuk 
menunjukkan pertumbuhan atau penurunan. Indikator kunci yang wajib dianalisis 
meliputi pertumbuhan Aset, Omzet/Pendapatan Usaha, Modal Sendiri, dan Sisa 
Hasil Usaha (SHU). 

 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RK) & RAPBK: Ini adalah inti dari 
akuntabilitas kinerja. Bagian ini harus membandingkan secara side-by-side antara 
target yang telah disepakati dalam RK dan RAPBK tahun sebelumnya dengan 
realisasi pencapaiannya. Lebih dari sekadar menyajikan angka, bagian ini wajib 
memuat analisis kesenjangan (gap analysis), mengidentifikasi faktor-faktor 
penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian target, dan memberikan 
rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. 

Laporan Keuangan: Bukti Kuantitatif Kinerja Laporan keuangan adalah bukti 
kuantitatif dari seluruh aktivitas koperasi. Penyusunannya wajib mengacu pada Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, seperti Standar Akuntansi 
Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau Standar Akuntansi 
Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Realitas di lapangan menunjukkan banyak koperasi 
masih kesulitan menyusun laporan keuangan yang standar, bahkan ada yang 



beranggapan jika usaha sedang lesu, LPJ tidak perlu dibuat. Ini adalah miskonsepsi fatal. 
Justru ketika koperasi menghadapi masalah, RAT dan LPJ menjadi forum krusial untuk 
mencari solusi bersama. Laporan keuangan yang tidak standar tidak hanya berisiko 
menyesatkan pengambilan keputusan, tetapi juga dapat menjadi pemicu sengketa dan 
ketidakpercayaan anggota. Komponen wajib laporan keuangan koperasi meliputi: 

 Neraca: Menyajikan potret posisi keuangan koperasi pada satu titik waktu tertentu 
(biasanya per 31 Desember). Neraca menyeimbangkan Aset (harta) dengan 
Kewajiban (utang) dan Ekuitas (modal sendiri). Penyajian ekuitas pada neraca 
koperasi memiliki kekhasan, yaitu harus merinci komponen Simpanan Pokok, 
Simpanan Wajib, Dana Cadangan, Modal Sumbangan/Penyertaan (jika ada), dan 
Sisa Hasil Usaha (SHU) tahun berjalan yang belum dibagi. 

 Perhitungan Hasil Usaha (PHU): Laporan ini mengukur kinerja operasional 
koperasi selama satu periode (satu tahun buku). Istilah "Perhitungan Hasil Usaha" 
lebih sering digunakan daripada "Laporan Laba Rugi" untuk menekankan orientasi 
koperasi pada manfaat anggota, bukan semata-mata laba. Sebuah PHU yang 
benar harus secara transparan memisahkan pendapatan dan beban yang berasal 
dari transaksi dengan anggota dan transaksi dengan non-anggota. Pemisahan ini 
krusial karena menjadi dasar perhitungan pembagian SHU yang adil dan 
proporsional sesuai jasa anggota. 

 Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement): Laporan ini sangat vital untuk menilai 
kesehatan likuiditas koperasi. Laporan ini melacak semua aliran kas masuk dan 
kas keluar yang diklasifikasikan ke dalam tiga aktivitas utama: (a) Aktivitas Operasi 
(dari kegiatan usaha utama), (b) Aktivitas Investasi (pembelian atau penjualan aset 
tetap), dan (c) Aktivitas Pendanaan (dari pinjaman atau setoran modal anggota). 
Laporan ini menjawab pertanyaan kritis: "Dari mana uang datang dan ke mana 
uang pergi?". 

 Laporan Perubahan Ekuitas: Laporan ini menjelaskan secara rinci semua 
perubahan yang terjadi pada komponen modal sendiri (ekuitas) koperasi selama 
satu periode. Ini menunjukkan bagaimana saldo awal ekuitas bertambah dari 
setoran simpanan wajib anggota dan alokasi SHU ke dana cadangan, serta 
berkurang karena pembagian SHU kepada anggota. 

 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK): CaLK bukanlah lampiran opsional, 
melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. CaLK 
memberikan penjelasan naratif dan rincian kuantitatif atas pos-pos yang disajikan 
di neraca, PHU, arus kas, dan perubahan ekuitas. Di sinilah koperasi menjelaskan 
kebijakan akuntansi yang digunakan (misalnya, metode penyusutan aset), 
memberikan rincian utang bank, piutang anggota, dan informasi material lainnya 
yang tidak tersaji di muka laporan. CaLK adalah kunci menuju transparansi penuh 
dan pemahaman yang mendalam atas kondisi keuangan koperasi. 

2.2. Laporan Khas Koperasi: Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA) 

Di luar laporan keuangan standar, terdapat satu laporan yang menjadi "jiwa" dan 
pembeda utama koperasi: Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA). Sayangnya, 
laporan ini seringkali diabaikan, LPEA adalah instrumen paling kuat untuk menunjukkan 



nilai tambah nyata dari keberadaan koperasi bagi anggotanya, di luar sekadar pembagian 
SHU. LPEA mengukur dan melaporkan manfaat ekonomi yang diterima anggota secara 
langsung selama satu periode. Unsur-unsur yang harus dilaporkan dalam LPEA antara 
lain: 

 Manfaat dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama: Misalnya, total 
penghematan yang diperoleh anggota karena membeli kebutuhan di toko koperasi 
dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. 

 Manfaat dari pemasaran dan pengolahan bersama: Misalnya, total pendapatan 
lebih yang diterima anggota petani karena menjual hasil panennya melalui 
koperasi dengan harga lebih baik daripada dijual ke tengkulak. 

 Manfaat dari unit simpan pinjam: Misalnya, total penghematan biaya bunga yang 
dinikmati anggota karena mendapat pinjaman dari koperasi dengan suku bunga 
lebih rendah dari lembaga keuangan lain, atau total pendapatan bunga lebih yang 
diterima anggota karena menyimpan dana di koperasi dengan suku bunga lebih 
tinggi. 

 Manfaat dalam bentuk pembagian SHU: Ini adalah manfaat tunai yang diterima 
pada akhir tahun. 

Dengan menyajikan LPEA, pengurus dapat secara kuantitatif membuktikan bahwa 
koperasi benar-benar meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 

2.3. Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 

Pengawas, sebagai organ pengawasan internal, wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban yang terpisah dari laporan pengurus. Laporan ini berfungsi sebagai 
mekanisme check and balance yang krusial. Isi laporan pengawas sekurang-kurangnya 
mencakup: 

 Hasil pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku terhadap kinerja dan 
kebijakan pengurus. 

 Opini atau kesimpulan atas kewajaran dan kepatuhan LPJ Pengurus terhadap 
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan prinsip-prinsip koperasi. 

 Analisis terhadap tiga aspek utama: kepatuhan hukum dan kelembagaan, kinerja 
usaha, dan kewajaran laporan keuangan. 

 Rekomendasi strategis kepada Rapat Anggota untuk perbaikan di masa 
mendatang. 

  



Bagian 3:  
Mekanisme dan Tata Cara Pembahasan LPJ dalam RAT 

 

Pelaksanaan RAT yang tertib, demokratis, dan produktif sangat bergantung pada 
pemahaman dan kepatuhan terhadap mekanisme dan tata cara yang telah diatur. 
Kegagalan dalam mengikuti prosedur dapat menyebabkan keputusan RAT menjadi tidak 
sah dan memicu sengketa. 

3.1. Tahap Persiapan RAT yang Matang: Kunci Sukses Rapat 

Persiapan yang matang adalah separuh dari keberhasilan RAT. Penyelenggaraan RAT 
merupakan tanggung jawab utama Pengurus. Untuk memastikan kelancaran, Pengurus 
dapat membentuk Panitia Pelaksana yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) 
Pengurus. Langkah-langkah persiapan yang krusial meliputi: 

 Penetapan Waktu dan Agenda: Menentukan tanggal, waktu, tempat, dan agenda 
rapat yang jelas. 

 Penyusunan Materi Rapat: Mempersiapkan seluruh materi yang akan dibahas, 
terutama LPJ Pengurus, Laporan Hasil Pengawasan, serta draf Rencana Kerja 
(RK) dan RAPBK untuk tahun berikutnya. 

 Distribusi Undangan dan Materi: Mengirimkan undangan resmi beserta lampiran 
lengkap materi rapat kepada seluruh anggota. Berdasarkan Permenkop 19/2015, 
materi ini wajib diterima oleh anggota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum 
tanggal pelaksanaan RAT. Kepatuhan terhadap tenggat waktu ini sangat penting, 
karena memberikan kesempatan yang cukup bagi anggota untuk mempelajari 
materi sebelum rapat, sehingga diskusi dapat berjalan lebih mendalam dan 
berkualitas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mendelegitimasi proses 
pembahasan dan pengesahan. 

3.2. Alur Rapat (The Flow of the Meeting): Memimpin Sidang yang Efektif 

Alur rapat yang terstruktur memastikan semua agenda dapat dibahas secara tuntas dan 
efisien. Salah satu elemen paling kritis dalam alur ini adalah penetapan Pimpinan 
Sidang yang netral. Permenkop 19/2015 secara tegas mengamanatkan bahwa 
pimpinan dan sekretaris rapat wajib berasal dari anggota, dan bukan merupakan bagian 
dari Pengurus atau Pengawas yang laporannya akan dibahas. Hal ini untuk menghindari 
konflik kepentingan dan memastikan jalannya rapat yang objektif dan adil bagi semua 
pihak. 

3.3. Pengambilan Keputusan: Dari Musyawarah ke Voting 

Proses pengambilan keputusan dalam RAT mencerminkan jiwa koperasi yang 
mengedepankan kebersamaan. 



 Prinsip Utama: Sesuai dengan asas kekeluargaan, setiap keputusan diupayakan 
untuk dicapai melalui musyawarah untuk mufakat. Pimpinan sidang harus 
secara aktif memfasilitasi dialog untuk mencapai konsensus. 

 Mekanisme Voting: Apabila jalan mufakat tidak tercapai, maka mekanisme 
terakhir adalah pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak (voting) 
dari anggota yang hadir. Dalam mekanisme ini, prinsip "satu anggota, satu 
suara" berlaku mutlak. 

Syarat Kuorum dan Sahnya Keputusan Keabsahan RAT dan keputusannya sangat 
bergantung pada pemenuhan kuorum. 

 Kuorum RAT: Berdasarkan Permenkop 19/2015, RAT dinyatakan sah atau 
kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) plus 1 (satu) 
dari jumlah anggota yang tercatat dalam buku daftar anggota, kecuali Anggaran 
Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) mengatur lain. 

 Konsekuensi Tidak Tercapai Kuorum: Jika jumlah peserta yang hadir tidak 
memenuhi syarat kuorum, maka rapat tersebut tidak sah dan tidak dapat 
mengambil keputusan apa pun yang bersifat mengikat secara hukum. Rapat harus 
ditunda dan dijadwalkan ulang. 

Terdapat sebuah ketegangan inheren antara prinsip partisipasi penuh dengan efisiensi 
pelaksanaan, terutama pada koperasi dengan jumlah anggota yang sangat besar. 
Menghadirkan ribuan anggota dalam satu tempat menjadi tantangan logistik dan biaya 
yang luar biasa. Untuk mengatasi ini, Permenkop 19/2015 memperbolehkan RAT 
dengan sistem kelompok atau perwakilan. Namun, mekanisme ini sangat rentan 
sengketa jika tidak diatur secara rigid. AD/ART harus sangat detail mengatur tata cara 
pemilihan utusan dari setiap kelompok, mekanisme pemberian mandat, dan yang 
terpenting, bagaimana bobot suara utusan dihitung dalam rapat paripurna. Apakah satu 
utusan mewakili satu suara, atau mewakili jumlah anggota kelompoknya? Ketidakjelasan 
dalam hal ini dapat menjadi celah untuk menggugat keabsahan seluruh keputusan RAT. 

3.4. Penyelenggaraan RAT di Era Digital (Online/Daring) 

Perkembangan teknologi memberikan solusi atas tantangan geografis dan logistik. 
Penyelenggaraan RAT secara daring atau elektronik diperbolehkan secara hukum, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Permenkop 19/2015 dan diperkuat oleh Peraturan 
Pemerintah No. 7 Tahun 2021. Syarat kunci untuk RAT daring yang sah adalah: 

 Media Interaktif: Wajib menggunakan platform (seperti video konferensi) yang 
memungkinkan semua peserta untuk saling melihat, mendengar, dan 
berpartisipasi secara langsung dalam rapat. 

 Distribusi Materi: Sama seperti RAT luring, materi rapat harus sudah diterima 
peserta minimal 7 hari sebelumnya. 

 Perhitungan Kuorum: Kuorum dihitung berdasarkan jumlah peserta yang 
terverifikasi dan hadir melalui media elektronik tersebut. 



 Risalah Rapat: Wajib dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani 
oleh semua peserta. Tanda tangan dapat dilakukan secara elektronik untuk 
memenuhi aspek legalitas. 

RAT daring menjadi alternatif modern yang efektif, namun tantangan utamanya adalah 
memastikan verifikasi keabsahan peserta dan menjamin setiap anggota memiliki akses 
dan kemampuan teknologi yang setara untuk berpartisipasi penuh. 

  



Bagian 4:  
Konsekuensi Hukum Pengesahan dan Penolakan LPJ 

 

Keputusan Rapat Anggota untuk mengesahkan atau menolak Laporan 
Pertanggungjawaban (LPJ) bukanlah sekadar seremoni. Keputusan ini membawa 
konsekuensi hukum yang signifikan bagi Pengurus dan bagi Koperasi itu sendiri. 

4.1. Pengesahan LPJ: Pemberian Acquit et de Charge 

Ketika Rapat Anggota memutuskan untuk menerima dan mengesahkan LPJ, secara 
hukum hal ini diartikan sebagai pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab 
kepada Pengurus. Pasal 37 UU 25/1992 menyatakan, "Persetujuan terhadap laporan 
tahunan... merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota". 
Meskipun istilah acquit et de charge tidak tercantum secara eksplisit dalam UU 
Perkoperasian, konsep ini diadopsi dari praktik hukum korporasi (Perseroan Terbatas) 
dan secara substansi berlaku. Acquit et de charge berarti Rapat Anggota telah 
membebaskan Pengurus dari segala tuntutan hukum di kemudian hari yang berkaitan 
dengan tindakan-tindakan kepengurusan yang telah dilaporkan dan disetujui dalam LPJ 
untuk tahun buku yang bersangkutan. 

Namun, pembebasan ini memiliki batasan penting: 

 Tidak Berlaku untuk Tindak Pidana: Acquit et de charge tidak melindungi 
pengurus dari tuntutan pidana jika di kemudian hari terbukti ada unsur kejahatan 
seperti penggelapan, korupsi, atau pemalsuan data dalam laporan. 

 Tidak Berlaku untuk Informasi yang Disembunyikan: Pembebasan ini hanya 
berlaku untuk hal-hal yang secara transparan diungkapkan dalam LPJ. Jika ada 
kerugian yang timbul dari informasi yang sengaja disembunyikan atau dipalsukan, 
pengurus tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. 

4.2. Penolakan LPJ: Implikasi dan Langkah Strategis 

Penolakan LPJ oleh Rapat Anggota adalah sinyal serius bahwa terdapat masalah 
mendasar dalam pengelolaan koperasi. Konsekuensi hukumnya pun tidak ringan. 

Konsekuensi bagi Pengurus Jika LPJ ditolak, maka Pengurus belum mendapatkan 
acquit et de charge. Mereka masih terikat tanggung jawab atas semua tindakan selama 
tahun buku tersebut. Apabila penolakan itu didasari oleh adanya bukti kerugian yang 
dialami koperasi akibat kesalahan atau kelalaian pengurus, maka pintu menuju 
pertanggungjawaban pribadi pengurus terbuka lebar. Pertanggungjawaban pribadi ini 
dapat dianalisis melalui dua doktrin hukum utama: 

 Doktrin Fiduciary Duty (Tugas Kepercayaan): Pengurus, dalam kapasitasnya, 
memegang amanah dari anggota. Mereka memiliki kewajiban hukum untuk 
bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian (duty of care), dan loyalitas 



penuh kepada koperasi (duty of loyalty). Jika pengurus terbukti lalai dalam 
menjalankan tugasnya (misalnya, tidak cermat dalam memberikan pinjaman 
sehingga macet) dan hal itu menyebabkan kerugian, maka mereka telah 
melanggar fiduciary duty dan dapat dituntut untuk mengganti kerugian tersebut 
dengan harta pribadinya. 

 Doktrin Ultra Vires (Melampaui Wewenang): Setiap tindakan yang dilakukan 
pengurus harus berada dalam koridor kewenangan yang diberikan oleh Undang-
Undang, Anggaran Dasar, dan keputusan Rapat Anggota. Jika pengurus 
melakukan tindakan di luar kewenangannya (misalnya, melakukan investasi 
berisiko tinggi yang tidak pernah disetujui RAT) dan tindakan itu merugikan 
koperasi, maka tindakan tersebut dianggap ultra vires. Konsekuensinya, tanggung 
jawab atas kerugian tersebut tidak dibebankan kepada koperasi, melainkan 
kepada pengurus yang bersangkutan secara pribadi. 

Langkah Strategis Koperasi Ketika LPJ ditolak, RAT tidak boleh berhenti hanya pada 
penolakan. Rapat harus mengambil keputusan strategis mengenai langkah selanjutnya. 
Beberapa opsi yang dapat ditempuh antara lain: 

 Perbaikan LPJ: Memberikan kesempatan kepada Pengurus untuk memperbaiki 
laporannya dan menyajikannya kembali dalam Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) 
yang akan diadakan dalam waktu dekat. 

 Pembentukan Tim Verifikasi/Audit: Membentuk tim independen yang terdiri dari 
anggota atau menunjuk Akuntan Publik eksternal untuk melakukan pemeriksaan 
khusus (audit investigatif) terhadap pembukuan dan manajemen koperasi. 

 Pemberhentian Pengurus: Jika penolakan didasari oleh hilangnya kepercayaan 
atau adanya indikasi kuat penyimpangan, RAT memiliki kewenangan untuk tidak 
memilih kembali pengurus tersebut atau bahkan memberhentikannya di tengah 
masa jabatan. 

 Menempuh Jalur Hukum: Apabila ditemukan bukti kerugian finansial akibat 
kelalaian atau kesengajaan pengurus, RAT dapat memberikan mandat kepada 
pengurus baru atau kuasa hukum untuk menempuh jalur hukum, baik perdata 
(menuntut ganti rugi) maupun pidana (melaporkan ke pihak berwenang). 

Penting untuk dipahami bahwa UU 25/1992 sendiri tidak memuat sanksi pidana yang 
spesifik bagi pengurus yang wanprestasi atau lalai. Hal ini menciptakan sebuah area 
hukum di mana penyelesaian sengketa harus merujuk pada peraturan yang lebih umum. 
Jika ada unsur kejahatan, maka yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP), misalnya dengan pasal mengenai penggelapan dalam jabatan (Pasal 
374 KUHP) atau pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP). Dengan demikian, penyelesaian 
sengketa akibat penolakan LPJ dapat bercabang menjadi tiga jalur yang berbeda: 

 Jalur Internal Koperasi: Melalui mekanisme Rapat Anggota (perbaikan LPJ, 
pemberhentian pengurus). 

 Jalur Hukum Perdata: Melalui pengadilan negeri untuk menuntut ganti rugi atas 
kerugian yang diderita koperasi. 



 Jalur Hukum Pidana: Melalui laporan kepada kepolisian jika terdapat bukti-bukti 
yang cukup mengenai adanya tindak pidana. 

Pemahaman akan ketiga jalur ini sangat penting bagi anggota dan perangkat organisasi 
koperasi untuk dapat mengambil langkah yang tepat dan terukur sesuai dengan bobot 
permasalahan yang dihadapi. 

  



Bagian 5: 
Studi Kasus, Potensi Sengketa, dan Solusi Penyelesaian 

 

Teori dan peraturan menjadi lebih hidup dan mudah dipahami ketika dicerminkan pada 
kasus-kasus nyata. Analisis terhadap sengketa yang pernah terjadi memberikan 
pelajaran berharga mengenai titik rawan dan strategi penyelesaian yang efektif.  

5.1. Analisis Mendalam Studi Kasus: Sengketa Dualisme Kepengurusan Koperasi 
Petani Iyo Basamo 

Kasus yang menimpa Koperasi Petani Iyo Basamo di Kabupaten Kampar adalah contoh 
gamblang bagaimana sengketa internal dapat meledak dan diperkeruh oleh intervensi 
eksternal, yang berujung pada pertarungan hukum yang panjang. 

Kronologi dan Pemicu Sengketa Konflik ini berawal dari penyelenggaraan Rapat 
Anggota Luar Biasa (RALB) yang diinisiasi oleh sekelompok orang yang ternyata bukan 
merupakan anggota sah koperasi. Yang lebih mengkhawatirkan, tindakan ilegal ini 
mendapat dukungan dari oknum-oknum di pemerintahan daerah, mulai dari kepala desa 
hingga pejabat dinas terkait. Pemicu utamanya jelas bukan sekadar perbedaan pendapat 
internal, melainkan adanya upaya perebutan kontrol atas aset dan manajemen 
koperasi oleh pihak luar yang berkepentingan. Hal ini menciptakan dualisme 
kepengurusan, di mana kepengurusan yang sah hasil RAT resmi harus berhadapan 
dengan kepengurusan "tandingan" hasil RALB ilegal. 

Peran Jalur Non-Litigasi (Mediasi) Kepengurusan yang sah telah menempuh jalur yang 
benar dengan meminta mediasi kepada Dinas Koperasi setempat, sesuai dengan 
semangat kekeluargaan dan peran pemerintah sebagai pembina. Namun, upaya mediasi 
ini menemui jalan buntu. Mediasi gagal karena tidak adanya itikad baik dari pihak lawan 
yang terus melakukan manuver, serta lemahnya kekuatan hukum mengikat dari hasil 
mediasi tersebut. Bahkan, intervensi dari Kementerian Koperasi dan UKM yang 
menyatakan RALB tandingan tidak sah pun tidak diindahkan. 

Pembelajaran dari Jalur Litigasi (Pengadilan) Ketika jalur damai tertutup, 
kepengurusan yang sah menempuh upaya terakhir (ultimum remedium) dengan 
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Beberapa pelajaran penting dari proses ini 
adalah: 

 Strategi Gugatan yang Tepat: Gugatan tidak diajukan sebagai sengketa Tata 
Usaha Negara (TUN) untuk membatalkan SK pengesahan, melainkan sebagai 
gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pilihan ini sangat strategis karena 
fokusnya adalah pada tindakan ilegal para tergugat dalam menyelenggarakan 
RALB, bukan pada produk administrasi negara. Pengadilan Negeri berwenang 
penuh mengadili perkara PMH. 

 Pembuktian di Pengadilan: Proses pengadilan secara sistematis menguji 
beberapa hal krusial: (1) Legal standing atau kedudukan hukum para pihak (siapa 



yang sah sebagai pengurus dan anggota), (2) Keabsahan prosedural 
penyelenggaraan RALB (terutama pemenuhan syarat kuorum yang dilanggar 
secara terang-terangan), dan (3) Terpenuhinya unsur-unsur PMH oleh para 
tergugat. 

 Hasil dan Kepastian Hukum: Putusan pengadilan yang memenangkan 
kepengurusan yang sah memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan. 
Putusan ini tidak hanya membatalkan hasil RALB ilegal, tetapi juga menjadi 
benteng hukum dan preseden yang kuat untuk mencegah terulangnya gangguan 
serupa di masa depan. 

Kasus ini menggarisbawahi sebuah realitas pahit: otonomi koperasi sangat rentan 
terhadap intervensi eksternal, terutama jika koperasi tersebut memiliki aset yang 
signifikan atau pengaruh politik. Peran pemerintah yang seharusnya membina dan 
melindungi dapat terdistorsi menjadi intervensi yang merusak. Oleh karena itu, 
penguatan tata kelola internal bukan lagi sekadar untuk efisiensi, tetapi telah menjadi 
sebuah keharusan untuk pertahanan diri. 

5.2. Identifikasi Titik Rawan Sengketa dalam RAT 

Berdasarkan berbagai temuan, titik-titik rawan yang sering menjadi sumber sengketa 
dalam RAT dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

 Kinerja dan Keuangan: Ketidakpuasan anggota terhadap kinerja usaha yang 
stagnan, laporan keuangan yang dianggap tidak transparan, dan alokasi serta 
pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dinilai tidak adil atau tidak proporsional. 

 Tata Kelola (Governance): Kompetensi pengurus dan pengawas yang rendah, di 
mana mereka seringkali dipilih berdasarkan ketokohan atau senioritas, bukan 
karena keahlian manajerial atau keuangan. Hal ini berakibat pada lemahnya 
pengawasan dan administrasi yang buruk. Ditambah lagi, rendahnya partisipasi 
aktif anggota dalam rapat membuat pengawasan kolektif tidak berjalan efektif. 

 Konflik Kepentingan: Perebutan posisi pengurus yang seringkali tidak murni 
untuk pengabdian, melainkan untuk mendapatkan kontrol atas aset, bisnis, atau 
jaringan yang dimiliki koperasi. Ini adalah bibit dari perpecahan dan dualisme 
kepengurusan. 

 Pelanggaran Prosedural: Pengabaian terhadap tata cara formal 
penyelenggaraan RAT, seperti undangan dan materi yang dibagikan terlambat, 
kuorum yang dipaksakan atau tidak terpenuhi, pimpinan sidang yang memihak, 
atau manipulasi proses pengambilan suara. 

5.3. Rekomendasi Strategi Mitigasi dan Penyelesaian Sengketa 

Untuk mencegah dan menangani sengketa, koperasi perlu menerapkan strategi berlapis. 

Penguatan Internal (Preventif) 



 AD/ART yang Kuat dan Detail: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
harus menjadi "konstitusi" yang kokoh. Aturan mengenai tata cara RAT (termasuk 
RAT perwakilan dan daring), syarat menjadi pengurus/pengawas, mekanisme 
pemilihan, dan prosedur penyelesaian sengketa internal harus diatur secara 
sangat rinci dan tidak multitafsir. 

 Peningkatan Kompetensi: Koperasi harus berinvestasi dalam pendidikan dan 
pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi manajerial, keuangan, 
dan hukum bagi pengurus dan pengawasnya. Anggota juga perlu diedukasi 
mengenai hak dan kewajibannya agar dapat berpartisipasi secara kritis dan 
konstruktif. 

 Transparansi dan Audit Eksternal: Untuk membangun kepercayaan, LPJ harus 
disajikan setransparan mungkin. Melibatkan jasa Akuntan Publik untuk melakukan 
audit eksternal secara berkala adalah langkah terbaik untuk menjamin kewajaran 
dan akuntabilitas laporan keuangan, sekaligus meningkatkan kredibilitas koperasi 
di mata anggota dan pihak luar. 

Penyelesaian Sengketa (Kuratif) 

 Prioritaskan Musyawarah Internal: Sesuai asas kekeluargaan, setiap 
perselisihan harus diupayakan untuk diselesaikan secara internal terlebih dahulu. 
Libatkan dewan penasihat atau tokoh senior yang dihormati sebagai penengah. 

 Mediasi oleh Pihak Ketiga: Jika musyawarah internal buntu, manfaatkan peran 
Dinas Koperasi sebagai fasilitator dan mediator. Mediasi oleh pihak ketiga yang 
netral dapat membantu membuka komunikasi yang tersumbat. 

 Jalur Hukum (Litigasi): Menempuh jalur pengadilan harus menjadi pilihan 
terakhir (ultimum remedium). Langkah ini perlu diambil ketika sengketa sudah 
menyangkut pelanggaran hukum yang serius, seperti dalam kasus PMH, sengketa 
kepemilikan aset, atau dualisme kepengurusan yang tidak terselesaikan, di mana 
kepastian hukum dari pengadilan menjadi satu-satunya jalan keluar. 

  



Bagian 6:  
Analisis Komparatif: Pertanggungjawaban di Koperasi (RAT) vs. Perseroan 

Terbatas (RUPS) 
 

Untuk mengapresiasi keunikan pertanggungjawaban dalam koperasi, sangatlah 
bermanfaat untuk membandingkannya dengan mekanisme serupa pada badan usaha 
yang paling umum dikenal, yaitu Perseroan Terbatas (PT). Perbandingan ini menyoroti 
perbedaan fundamental dalam filosofi, struktur, dan tujuan. 

6.1. Perbedaan Filosofis dan Struktural: Demokrasi vs. Plutokrasi 

Perbedaan paling mendasar terletak pada siapa yang memegang kekuasaan dan 
bagaimana kekuasaan itu dijalankan. 

 Koperasi (RAT): Berlandaskan pada "personal and participatory basis". Artinya, 
koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Kekuasaan tertinggi 
berada di tangan seluruh anggota secara kolektif melalui Rapat Anggota. Prinsip 
yang berlaku adalah "satu anggota, satu suara" (one man, one vote). Besarnya 
simpanan atau modal yang dimiliki seorang anggota tidak memberinya hak suara 
yang lebih besar. Ini adalah cerminan sistem demokrasi ekonomi. 

 Perseroan Terbatas (RUPS): Berlandaskan pada "impersonal financial basis". PT 
adalah persekutuan modal. Kekuasaan tertinggi berada di tangan para pemegang 
saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Prinsip yang berlaku 
adalah "satu saham, satu suara" (one share, one vote). Artinya, kekuasaan 
untuk menentukan arah perusahaan berbanding lurus dengan jumlah modal 
(saham) yang dimiliki. Ini adalah cerminan sistem plutokrasi (kekuasaan berbasis 
kekayaan). 

6.2. Fokus Pertanggungjawaban: Kesejahteraan Anggota vs. Keuntungan 
Pemegang Saham 

Perbedaan filosofi ini secara langsung berdampak pada fokus pertanggungjawaban. 

 Pengurus Koperasi: Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan 
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh 
karena itu, pertanggungjawaban Pengurus dalam RAT tidak hanya diukur dari 
besarnya SHU (laba), tetapi juga dari sejauh mana koperasi berhasil memberikan 
manfaat ekonomi langsung kepada anggotanya (member-benefit oriented). Inilah 
mengapa Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA) menjadi sangat relevan. 

 Direksi PT: Tujuan utama PT adalah memaksimalkan keuntungan (profit-
oriented) bagi para pemegang sahamnya. Pertanggungjawaban Direksi dalam 
RUPS akan sangat terfokus pada kinerja finansial: perolehan laba, kemampuan 
memberikan dividen, dan upaya meningkatkan nilai saham perusahaan di pasar. 

6.3. Implikasi pada Dinamika Rapat dan Pengambilan Keputusan 



Perbedaan-perbedaan di atas menciptakan dinamika rapat yang sangat berbeda. 

 RAT: Cenderung lebih partisipatif, egaliter, dan terkadang membutuhkan waktu 
lebih lama untuk mencapai mufakat karena harus mengakomodasi beragam suara 
dan perspektif dari seluruh anggota. Potensi terjadinya disparitas pemahaman 
antar anggota juga lebih tinggi, mengingat latar belakang anggota yang mungkin 
heterogen. Pengambilan keputusan bersifat kolegial-demokratis. 

 RUPS: Cenderung lebih efisien dan terfokus. Diskusi seringkali didominasi oleh 
pemegang saham mayoritas atau institusional yang memiliki pemahaman finansial 
yang mendalam. Keputusan dapat diambil dengan lebih cepat karena orientasi 
peserta yang relatif homogen, yaitu memaksimalkan nilai investasi mereka. 

  



Bagian 7:  
Penutup dan Rekomendasi 

 
7.1. Poin-Poin Kunci untuk Disampaikan (Key Takeaways) 

Sebagai penutup, berikut adalah intisari pesan yang perlu ditekankan oleh narasumber 
kepada audiens: 

 RAT adalah Kekuatan, Bukan Beban: Pandanglah RAT bukan sebagai 
kewajiban administratif yang memberatkan, melainkan sebagai instrumen 
kekuasaan tertinggi anggota untuk mengontrol dan mengarahkan masa depan 
koperasi mereka. Partisipasi aktif adalah kunci. 

 LPJ Komprehensif adalah Wajib: Laporan Pertanggungjawaban yang hanya 
berisi angka tanpa narasi, atau sebaliknya, adalah laporan yang tidak lengkap. 
LPJ yang akuntabel harus mengintegrasikan laporan non-keuangan 
(kelembagaan, usaha, evaluasi RK) dan laporan keuangan yang sesuai standar 
(SAK). 

 Pahami Konsekuensi Hukum: Keputusan dalam RAT memiliki akibat hukum. 
Pengesahan LPJ memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) 
yang terbatas, sementara penolakan dapat membuka jalan bagi tuntutan 
pertanggungjawaban pribadi pengurus. 

 Tata Kelola adalah Benteng Pertahanan: Sengketa seringkali berakar dari tata 
kelola yang lemah. AD/ART yang rigid, pengurus yang kompeten, pengawas yang 
aktif, dan anggota yang teredukasi adalah benteng pertahanan terbaik melawan 
konflik internal dan intervensi eksternal. 

 Jaga Jati Diri Koperasi: Ingatlah selalu perbedaan fundamental antara koperasi 
dan PT. Jati diri koperasi terletak pada prinsip demokrasi (satu anggota, satu 
suara) dan orientasi pada kesejahteraan anggota, bukan akumulasi modal 
semata. 

 
 


